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LAPORAN STUDI BANDING  
TIM BALITBANG DIKLAT KUMDIL   MAHKAMAH AGUNG RI   

KE  MAHKAMAH AGUNG ITALIA 
 

 

Dasar  :   

1) Surat Keputusan Ketua Mahkiamah Agung RI . Nomor : 147A/KMA/SK/X/ 2009 

Tanggal 15 Oktober 2009, tentang Penunjukan Tim Studi Banding. 

2) Surat Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri  dari  Menteri Sekretaris Negera 

Nomor : B-25874/Setneg/Setmen/KTLN/12/2009, tanggal 10 Desember 2009.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Waktu  Pelaksanaan :    Tanggal 17 - 18 Desember 2009 

 

Peserta      :   Para Pejabat Struktural Eselon II (Kapus Diklat Teknis  

Peradilan dan Kapus Litbang Kumdil), Pejabat -pejabat  

Eselon III (Kepala Bidang Program & Evaluasi, Kepala 

Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian 

Keuangan pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI, 

seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang.  

        

Materi  Studi Banding  :   Melihat dan melakukan tukar informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Manajemen (Pengelolaan) Sumber 

Daya Manusia pada Pusat  Pendidikan dan Pelatihan 

Peradilan. 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Peradilan,  di 

butuhkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Salah satu 

rekomendasi dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI, antara lain disebutkan 

memperbaharui kebijakan mengenai Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Peradilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab secara langsung dan secara 

eksklusif atas pengelolaan, pengembangan kapasitas, pendidikan dan 

pelatihan terhadap seluruh sumber daya manusia peradilan di - 4 (empat) 

lingkungan peradilan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab diatas, Mahkamah Agung 

merasa perlu secara terus menerus dan berkesimanbungan berupaya 

semaksimal mungkin mengadakan penjajakan dan pengukuran kinerja tentang 

kediklatan, baik dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan program kegiatan 

tentang kediklatan, di buatlah program studi banding ke luar negeri secara 

rutin setiap tahun.  

 Salah satu program kegiatan studi banding yang telah diusulkan dalam 

tahun anggaran 2009 antara lain mengadakan  studi banding tentang 

penyelenggaraan kediklatan terhadap SDM Peradilan. Negara yang di pilih 

adalah negara Italia , hal ini  dilakukan karena sesuai hasil 

penjajakan /pengamatan  sebelumnya antara tahun 2007 dan 2008 bahwa 

sistem kediklatan untuk SDM peradilan di negara Italia  menunjukkan hasil 

yang baik, yaitu melahirkan sumber daya manusia peradilan yang tangguh 

walaupun mendapat tekanan dan ancaman mafia yang berbahaya.  

 Kegiatan studi banding dalam pelaksanaan kegiatannya telah 

dipersiapkan sebelumnya, antara lain dengan diterbi tkannya Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI untuk pelaksanaan tugas studi banding, persetujuan 

penugasan ke luar negeri oleh Kantor Sekretariat Negara, pembentukan tim  

studi banding, kerangka ucuan dan kuesioner, termasuk diawali adanya surat 

menyurat di dalam negeri maupun ke negara Italia , yang difasilitasi oleh Du ta 

Besar RI di Roma. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan 

gambaran kepada pimpinan Mahkamah Agung RI khususnya maupun pada pihak 

lain yang berkepentingan terhadap hasil studi banding ini. Harapan kami 

laporan ini secara keseluruhan dapat bermanfaat bagi pimpinan atau sedikit 

banyak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karena 

anggaran untuk studi banding ini menggunakan angaran APBN, maka secara riil 

laporan ini sebagai bukti otentik, bahwa kegiatan studi banding talah 

dilaksanakan. 
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C. KEGIATAN STUDI BANDING 

1. Di Mahkamah Agung Italia   

Diterima oleh 2 (dua) orang pejabat Mahkamah Agung Italia a, yaitu  :  

a. Bapak Fulvic Baldi, sebagai Hakim Tinggi Senior dan kandidat 

Hakim Agung pada di Mahkamah Agung Italia . 

b. Ibu Susanna Ranucci, sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung 

Italia . 

Informasi yang diperoleh da ri pejabat Mahkamah Agung Italia  adalah 

sebagai berikut :  

1) Organisasi Kediklatan sesuai dengan Struktur organisasi di Italia  

dikelola oleh sebuah Lembaga Yudisial Kounsil yang senantiasa 

berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung Italia ; 

2) Anggaran yang disiapkan untuk Pelatihan Hakim disemua 

tingkat (secara komulatif) ± 95 Juta EURO / Tahun.  

3) Seleksi peserta diklat terbuka untuk semua profesi hukum 

dengan melalui seleksi psikologi yang ketat.  

4) Setelah lulus seleksi, pelatihan hakim dilakukan dengan 

kerjasama Mahkamah Agung, Yudisial Kounsil dan Perguruan 

Tinggi 

5) Personil pengelola Diklat seluruhnya dilengkapi dengan 

kemampuan dan peralatan teknologi informasi (IT), sehingga 

proses berjalan secara transparan, akuntabel dan efisien.  

6) Setelah proses pelatihan dan on the job training yang 

berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, -tidak diasramakan-, 

kemudian diangkat sebagai hakim yunior dan pembinaan 

lanjutan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan sebagai berikut:  

- Tahap pelatihan berkelanjutan Hakim Tingkat I(pertama) 

hingga menjadi Hakim Agung, secara keseluruhan sebanyak 

7 (t ujuh) tahapan, setiap taha pan membutuhkan 

pengalaman dilapangan selama 4 tahun untuk di monitoring  
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- dan evaluasi sehingga waktu yang diperlukan 4 tahun x 7 = 

28 tahun.  Adapun tahapannya sebagai berikut: 

- Untuk Hakim Tingkat I, dil aksanakan pentahapan 

monitoring  dan evaluasi setiap 4 tahun sekali sebanyak 2 

x (sama dengan 8 tahun berkarir ) dan dapat dipercaya 

untuk menjadi Ketua Pengadilan Bawahan (Tingkat I);  

- Untuk pembinaan Hakim Tinggi , dilaksanakan pentahapan 

monitoring dan evaluasi setiap  4 tahun sekali sebanyak 5 

x.  Membutuhkan  4 tahun x 5 sama dengan 20 tahun 

berkarir dan dapat di percaya sebagai Ketua Pengadilan 

Tinggi; 

- Masa pembinaan ke 6 dan 7 (20 s/d 28 tahun) sang hakim 

dilatih dengan dimensi internasional dan mereka -mereka 

inilah yang bakal lolos sebagai Hakim Agung maupun 

Ketua Mahkamah Agung.    

7) Hakim di Italiaa yang ada saat ini, seluruhnya berasal dari 

Hakim Karier.  
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2. Di Kedutaan Besar RI Roma, Italia  

Diterima  oleh Pejabat Kedubes RI yaitu : 

a. Bapak Yuwono A. Putranto sebagai  Deputy Chief of Mission (DCM) 

b. Bapak Krishna K.U Haman sebagai Minister Counsellar / Politik  

c. Bapak Henry; Staf Kedutaan RI Roma, Italia  

Informasi yang diperoleh dari para pejabat Kedutaan Besar adalah sebagai 

berikut :  

1) Kedutaan Besar RI mengetahui Program Pembaharuan Mahkamah 

Agung dan keberadaan Pusat Kegiatan Balitbang Diklatkumdil ;   

2) Kedutaan Besar RI sedang menjalani kerjasama dengan berbagai 

Lembaga Internasional di Italia a, siap memfasilitasi/ 

mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dibangun kerjasama oleh 

Mahkamah Agung RI salah satunya mengembangkan kapasitas 

sumber daya manusia dalam dilingkungan Balitbangdiklat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


